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ABSTRAK
Nama : Irsan Suandi
NIM : 50300113005
Judul : Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten
Bantaeng
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan
Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di
Kabupaten Bantaeng? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam
beberapa submasalah yaitu: 1) Bagaimana Program Brigade Siaga Bencana dalam
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng ?, 2) Bagaimana
Upaya Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di
Kabupaten Bantaeng ?, 3) Bagaimana Kendala yang dihadapi Brigade Siaga
Bencana dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng ?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran
referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dengan melalui tiga tahapan,
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu kendala yang paling
menonjol yaitu: Mendapat terror dan bombardier dari masyarakat awam karena
merasa risih dengan suara ambulance BSB, Mendapat cacian dari klien dan keluarga
klien, karena Tim BSB dituntut harus hadir dalam waktu sekejap untuk menangani
klien/pasien serta faktor budaya masyarakat di daerah tertentu yang tidak
mendukung penurunan kematian ibu dan anak.
Upaya yang dilakukan BSB dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan
Anak salah satunya, yaitu: 1. Pemeriksaan Kehamilan 2. Pelayanan Nifas termasuk
pelayanan KB pasca kelahiran 3. Pelayanan bagi bayi yang baru lahir 4.
Memperbanyak sarana pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya mobil
ambulance yang disediakan khusus untuk ibu hamil yang akan melahirkan sehingga
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dilengkapi dengan peralatan persalinan yang mendukung 5. Membuat BSB cabang
agar ibu hamil yang akan melahirkan bisa segera mendapat pertolongan sehingga
dapat melakukan persalinan yang aman dan melakukan kerjasama dengan
Puskesmas dalam membantu persalinan aman 6. Melakukan tindakan
kegawatdaruratan bagi anak yang mengalami masalah kesehatan seperti Diare, Ispa,
Kecelakaan, dan Luka-Luka. Namun pelayanan yang diberikan ada tiga trenease
yaitu Hijau, Kuning dan Merah, 7. Melakukan kerja sama dengan bidan desa untuk
melakukan pendataan terkait jumlah ibu hamil 8. Mengurangi beban kerja
Puskesmas dengan tidak melaksanakan kegiatan rujukan penderita di Puskesmas
maupun di Masyarakat. Jadi Puskesmas Fokus pada Pelaksanaan Program Kesehatan
Preventif  dan Promotif: a.Mencegah Empat Terlambat, b. Terlambat diketahui,
c.Terlambat diagnosis, d. Terlambat ditindaki, e. Terlambat dirujuk.
Adapun program kerja BSB dalam penurunan angka kematian ibu dan anak
di Kabupaten Banteng, yaitu: Respon Time, Mobile Ambulance dan PSC atau Public
Safety Centre.
Implikasi dari penelitian ini adalah (1). Diharapkan pemerintah dalam hal ini
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng  agar lebih meningkatkan standar
operasional pelayanan Brigade Siaga Bencana agar masyarakat lebih mengetahui
secara jelas tugas dan fungsi dari BSB itu sendiri. (2). Diharapkan kepada
masyarakat lokal dan masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Bantaeng agar
senantiasa tanggap darurat dalam membantu ibu hamil yang akan melahirkan agar




Kesehatan merupakan salah satu aspek yang paling menunjang bagi
perkembangan suatu Negara seperti yang dituangkan dalam Millenium Development
Goals, yaitu mengurangi angka Kematian Ibu dan Bayi, HIV/AIDS, TBC dan
Malaria. Namun, target MDGs berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk
melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka atau
agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals
(SDGs).
Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara
berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk
menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan
dunia.
Salah satu tujuan utama pembentukan SDGs adalah tanpa kemiskinan, tanpa
kelaparan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan kesehatan yang baik serta
kesejahteraan.1 Selain itu SDGs juga berkontribusi secara menyeluruh hampir
disemua negara di dunia.
1 Subtainable Development Goals, Tujuan SDGs, Http://Dessyrisandas.blogspot.co.id/, (12
Juni 2016).
2Pada penyusunan skripsi ini, penulis lebih spesifik pada tujuan SDGs dalam
aspek peningkatan kesehatan dan kesejahteraan dalam hal mengurangi angka
kematian ibu, bayi dan balita, angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih
tergolong tinggi dan merupakan salah satu masalah utama di bidang kesehatan, target
Indonesia menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB)
dan Angka Kematian Balita (AKABA) masing-masing menjadi 102 per 100.000 ; 23
per 100.000 dan 32 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survei Demografi
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) tersebut masing-
masing masih 228; 34 dan 44 per100.000 kelahiran hidup.
Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah membuat program
pembangunan kesehatan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan setempat serta
memanfaatkan potensi dan sumber yang ada dilingkup pemerintahan daerah
tersebut.2
Desentralisasi juga memberi peluang pada pemerintah daerah melaksanakan
program pembangunan kesehatan yang tidak sesuai kebijakan pembangunan
kesehatan nasional sehingga berdampak pencapaian outcom kesehatan nasional yang
tidak merata. Di beberapa daerah bahkan menjadi lebih buruk dibandingkan dengan
sistem pemerintahan sentralistik.
2Kesehatan Masyarakat, ‘’Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional’’ Vol. 7, No. 12, Juli
2013. h.1-2
3Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantaeng dalam mengurangi Angka Kematian Ibu dan Anak yaitu dengan
membentuk Brigade Siaga Bencana. Brigade Siaga Bencana dibagi kedalam tiga
wilayah kerja. Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Untuk
wilayah Timur berkedudukan di Kota Makassar, bekerja sama dengan dokter RS
Wahidin Sudirohusodo. 3
Brigade Siaga Bencana merupakan konsep menangani situasi krisis dengan
basis emergency dan komunitas. Sifat emergency berarti konsep layanan tersebut
mengutamakan cepat siaga. Sedangkan komunitas untuk memberi arti bahwa layanan
tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Keistimewaan dari brigade siaga bencana
adalah mekanisme untuk mendekatkan pelayanan dasar kesehatan kepada seluruh
masyarakat Bantaeng.
Salah satu Inovasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam bidang kesehatan
adalah pembentukan Brigade Siaga Bencana (BSB) pada tahun 2010 yang
melibatkan tiga lembaga masing-masing: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan
Bapedalda. BSB melakukan kegiatan terpadu layanan kesehatan gratis dengan
melibatkan 20 dokter, delapan perawat dan ditunjang lima unit ambulance hingga ke
pelosok desa. Gagasan awal pembentukan Brigade Siaga Bencana untuk mengatasi
kondisi masyarakat yang memerlukan perawatan namun terkendala transportasi,
3Liputan 6 ‘’Brigade Siaga Bencana Dibentuk’’ M. Liputan 6.com/ news/ read/ 12775/
brigade-siaga-bencana-dibentuk. (Maret 2016).
4terutama pada malam hari. Kemudian PKK bersama Bupati Bantaeng mengupayakan
pembentukan layanan publik yang tak hanya melakukan layanan terhadap
kecelakaan, namun juga masyarakat yang menderita penyakit, meski berada di
pelosok desa. BSB bukan hanya beroperasi di Kabupaten Bantaeng, tetapi juga
menjangkau kabupaten tetangga yang memerlukan bantuan evakuasi bencana
kebakaran. Sejak dibentuk awal Desember 2009 hingga posisi Juni 2011, jumlah
pasien mencapai 2.557 orang atau jika dirata-ratakan sebanyak 134 pasien setiap
bulan. Inovasi Brigade Siaga Bencana mengantar Kabupaten Bantaeng meraih
penghargaan Anugerah Otonomi Award 2011 yang diselenggarakan The Fajar
Institute of Pro-Otonomi (FIPO) untuk kategori Layanan Publik bidang Kesehatan.
Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Pemkab Bantaeng
telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bantaeng Nomor 1 Tahun
2012 Tanggal 10 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 28 huruf (h)
dan UU. No.23/2010. Pememerintah Kabupaten Bantaeng telah membentuk
tim khusus untuk menanggulangi masalah kesehatan di wilayahnya.4
Keberadaan Brigade Siaga Bencana diperlukan sebagai upaya kesiapsiagaan
dalam penanggulangan setiap bencana atau musibah terutama bagi korban yang
membutuhkan pertolongan cepat namun jauh dari jangkauan dokter maupun
terkendala sarana transportasi karena tidak memiliki kendaraan.
Brigade Siaga Bencana merupakan salah satu cara untuk merespon kejadian
bencana di suatu wilayah. Keberadaannya terdapat di berbagai daerah sebagai crisis
4Peraturan Daerah Kab. Bantaeng Nomor 1  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
5centre terutama dalam menghadapi bencana, yang berbeda dari penerapan Brigade
Siaga Bencana di Bantaeng adalah kondisi krisis tidak diterjemahkan dalam kondisi
bencana saja. Tetapi saat kondisi sakit dan musibah bisa dianggap sebagai keadaan
darurat. Misalnya, persalinan, kebakaran, kecelakaan dan kondisi darurat lain.
Sehingga fungsi Brigade Siaga Bencana masuk dalam isu-isu pelayanan dasar
kesehatan masyarakat.
Pertama kali inisiasi sebelum tanggal 7 Desember 2009, belum ada dukungan
pihak legislatif dalam penganggaran. Kebutuhan operasional Brigade Siaga Bencana
masih terbatas dalam anggran operasional Dinas Kesehatan. Pihak Dinas Sosial dan
Bapedalda adalah unit pemerintah yang dilibatkan dalam memulai inisiasi. Seperti
ide awalnya mengenai pembentukan emergency service, pelayanan tersebut perlu
melibatkan banyak elemen unit pemerintah. Dalam emergency service tersebut
membawahi beberapa wilayah kerja dari tiga unit satuan kerja. Bibawah pelayanan
emergency service terdapat Brigade Siaga Bencana (BSB), TAGANA (Taruna Tiaga
Bencana), Search And Resque (SAR), Palang Merah Indonesia (PMI), dan
DAMKAR (Pemadam Kebakaran). Dalam hal ini, BSB hanya menjadi salah satu
bagian dari team emergency service(TES). Dengan banyak wilayah kerja yang
dilayani, kinerja emergency service disuplai dari manejemen Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial dan Bapedalda. Lokasi yang menunjang pelayanan satu atap kemudian
disediakan dengan menggusur Dinas Perhubungan.
6Pada tahun 2010 layanan tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD). Sekaligus keluarlah surat keputusan Bupati yang
menjadikan unit layanan satu atap emergency service sebagai Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD). Selanjutnya, tim BSB menjalin kerjasama dengan
Costumer Service Officer (CSO) perempuan dengan kelompok sasaran usia
produktif, Fatayat Nahdatul Ulama, untuk menjalankan dukungan sosialisai
persalinan aman dan promosi kesehatan komunitas.
Peran Brigade Siaga Bencana sangat berkontribusi pada menurunnya angka
Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Bantaeng. Pada periode  semester pertama
(Januari-Juni) tahun 2010 terdapat kasus 11 orang, sedangkan periode yang sama
tahun 2011 menjadi nihil. Keberhasilan ini dicapai selain Brigade Siaga Bencana
(BSB), juga peran Bidan Desa sebanyak 143 orang yang tersebar pada berbagai
Puskesmas, Poskesdes, dan unit layanan lainnya, terutama di Rumah Sakit. Bidan
adalah gerda terdepan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.5
Sebagaimana dalam UUD 1945 pada pasal 28 huruf (h) sudah
dijelaskan tentang Kesehatan dan UU No 23 Tahun 2010 bahwa tiap
individu, keluarga dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan
dan pelayanan kesehatan, untuk itu Negara bertanggungjawab untuk
memenuhi kebutuhan hak hidup sehat setiap warganya.6
Kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah yang sangat besar
yang diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama dan
5Yanti Gobel, ‘’Bantaeng Sebagai Kabupaten Sehat Tingkat Nasional’’ m. kompasiana. com/
yantigobel/ bantaeng- sebagai- kabupaten- sehat- tingkat- nasional. (Maret 2016).
6Undang-Undang Nomor23 Tahun 2010. Tentang  Kesehatan, h. 2.
7utama dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak
dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut
kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat maupun tugas dan kewajiban
melaksanakan ibada kepada Allah SWT.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1.  Fokus Penelitian
Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang
akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini,penulis memfokuskan penelitiannya
mengenai Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng.
2. Deskripsi Fokus
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan agar
lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam makna topik
skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang
dianggap perlu.
a. Implementasi ialah pelaksanaan, penerapan.7
Keberhasilan Implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman
yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja
bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan: interaksi antar aktor-aktor,
7Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 212.
8kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialiasasi,
dan kapasitas organisasi.8
b. Kebijakan publik menjadi sesuatu yang esensial dan substansial bahkan
fundamental.9
c. Brigade Siaga Bencana merupakan suatu pelayanan kesehatan berbasis pelayanan
public yang senantiasa siap siaga dalam kurun waktu 24 jam setiap hari dan
mendatangi klien yang membutuhkan tindakan penanganan darurat seketika atau
Emergency service.
d. Kematian Ibu dan Anak
Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi masalah kesehatan di
Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka
kematian bayi yang ada di Indonesia.
C. Rumusan Masalah
Latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis
mengidentifikasi bagaimana masalah dalam beberapa sub pertanyaan yang mendasar
dalam pembahasan Implementasi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam penurunan
angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bantaeng.
8Erwan Agus Purwanto, Ph.D, Implementasi Kebijakan Publik, (Konsep dan Aplikasinya di
Indonesia) (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan II 2015), h. 11.
9Lutfi J. Kurniawan,Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial(Malang:Intans Publishing,
2015), h.32.
9Untuk lebih kongkritnya, penulis akan menyusun rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Program Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan
Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan
Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng?
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu
Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk
memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang
Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam penurunan angka kematian
Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian.
Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu:
1. Penelitian atas Nama Wiko Saputra, Victoria Fanggidae, Ah Mafthuchan
yang menulis sebuah Jurnal Kesehatan tentang ‘’Efektivitas Kebijakan
Daerah dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Studi Kasus
Kabupaten Pasuruang)’’ subjek penelitian tersebut lebih spesifik membahas
sejauh mana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Bayi di daerah tersebut sedangkan pada penulisan skripsi
ini, sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan
pada implementasi kebijakan brigade siaga bencana dalam penurunan angka
kematian ibu dan anak di kabupaten Bantaeng. Sedangkan persamaan
penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Ali Imron Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya yang menulis sebuah Skripsi tentang ‘’
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Implementasi Kebijakan Kesehatan (LIBAS 2+) sebagai Upaya menurunkan
Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Sampang’’ subjek penelitian
tersebut lebih menekankan pada strategi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang dalam menyusun program kesehatan yang disebut Lima Bebas dan
Dua Plus (LIBAS 2+). Lima Bebas tersebut mencakup :
a. Bebas Kematian Ibu nmelahirkan
b. Bebas Kematian Bayi
c. Bebas Gizi Buruk
d. Bebas Tuberculosis (TBC)
e. Bebas bayi yang tidak terimuniasasi lengkap
f. sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan
pada implementasi kebijakan brigade siaga bencana dalam penurunan
angka kematian ibu dan anak di kabupaten Bantaeng. Sedangkan
persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan jenis
penelitian kualitatif.
Sedangkan 2+ terdiri dari:
a. Pelayanan Gratis masyarakat miskinn
b. Tuntas penanganan kusta
subjek penelitian tersebut lebih spesifik membahas sejauh mana Kebijakan
Pemerintah Daerah dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di
daerah tersebut sedangkan pada penulisan skripsi ini lebih memfokuskan
pada implementasi kebijakan brigade siaga bencana dalam penurunan angka
kematian ibu dan anak di kabupaten Bantaeng. Sedangkan persamaan
penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
3. Skripsi atas nama Rendi Sugianto Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jawa Timur yang berjudul ‘’Implementasi Program Desa Siaga di
Kelurahan Jeruk Kelurahan Lakarsari Kota Surabaya’’ yang memfokuskan
tentang kesiap-siagaan masyarakat agar senantiasa mampu melakukan
persalinan dengan aman sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan
anak. Disisi lain, penulisan skripsi tersebut juga menjelaskan tentang potensi
yang ada di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsari Kota Surabaya dalam
membantu pemerintah mewujudkan program tersebut. sedangkan pada
penulisan skripsi ini lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan
brigade siaga bencana dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di
kabupaten Bantaeng. Sedangkan persamaan penelitian tersebut yaitu sama-
sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada implementasi
11
kebijakan brigade siaga bencana dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di
Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Brigade Siaga Bencana
dimana lokasi tersebut merupakan pangkalan bagi dokter dan supir ambulance BSB
yang siap-siaga selama 24 jam setiap harinya untuk menunggu telepon dari pasien
yang membutuhkan pertolongan segera.
Adapun buku atau referensi yang menyinggung persoalan judul penulisan ini
yaitu:
1. Dr. Taufik Jamaa, Sp.Og yang berjudul Panduan Praktis Persalinan Mudah dan
Nyaman yang menjelaskan tentang masih tingginya angka kematian ibu
melahirkan, angka kematian bayi di Indonesia, membuat kita bergerak dalam
menurunkannya melalui pandua praktis mulai dari saat hamil, sedang melahirkan
hingga menyusui.
2. Dr. Budiman, S,pd., SKM., M.Kes yang berjudul Buku Ajar Isu Tataran
Kesehatan Masyarakat yang lebih spesifik menjelaskan tentang Indeks
Pembangunan Manusia melalui pengukuran perbandingan harapan hidup, hidup
sehat dan panjang umur diukur dengan harapan hidup saat melahirkan dan
kelahiran.
3. Hariyani Sulisyoningsih yang berjudul Gizi untuk Kesehatan Ibu dan Anak, yang
menjelaskan tentang konsep dasar Ilmu Gizi, kebutuhan gizi, pada masa remaja,
ibu hamil, ibu hamil dengan kondisi khusus, ibu menyusui, bayi, balita, anak
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serta upaya pemenuhannya. Agar dapat mengurangi angka kematian ibu, angka
kematian anak, maupun angka kematian balita.
4. World Health Organization Indonesia bekerjasama dengan Departemen
Kesehatan Republik Indonesia yang berjudul Pelayanan Kesehatan Anak di
Rumah Sakit, Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama di
Kabupaten/Kota yang menjelaskan tentang tatalaksna kasusu rawat inap yang
merupakan penyebab utama kematian anak, seperti pneumonia, diare, demam
berdarah, gizi buruk, malaria, meningitis, campak dan kondisi yang
menyertainya. Dalam buku tersebut juga membahas tentang masalah bedah pada
anak yang dapat ditangani di Rumah Sakit rujukan tingkat pertama.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan
masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka dikemukakan
tujuan kegunaan penelitian:
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang
dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana program Brigade Siaga Bencana dalam penurunan
Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng.
13
b. Untuk mengetahui bagimana Upaya Brigade Siaga Bencana dalam penurunan
Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng.
c. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Brigade Siaga Bencana
dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagidua antara
lain:
1. Bagi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  Konsentrasi
Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi
dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai
Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam penurunan Angka
Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng.
2. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang Tugas Fungsi
Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng.
3. Menambah wawasan berfikir tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
terjadinya kematian Ibu dan Anak.
4. Mengetahui secara rinci hal-hal apa saja yang membuat masyarakat sangat
membutuhkan bantuan Brigade Siaga Bencana.
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5. Menambah wawasan penulisan terkait cara memberikan tindakan kegawat
daruratan yang dilakukan oleh Brigade Siaga Bencana selama 24 jam setiap
harinya.
6. Sebagai bahan rujukan bagi pembaca agar tidak salah dalam penafsiran tentang
kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan
Anak di Kabupaten Bantaeng.
7. Sebagai bahan perbandingan bagi pembaca agar bisa mencontoh kebijakan
Brigade Siaga Bencana.
b. Kegunaan Praktis
1. Memberikan informasi yang bukan hanya dijadikan sekedar teori bahkan
dapat diaplikasikan dikehidupan bermasyarakat agar senantiasa membantu
pemerintah meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang baik yang ada di
Kabupaten Bantaeng itu sendiri maupun daerah luar Bantaeng.
2. Membantu Petugas Brigade Siaga Bencana dalam mempublikasikan
Implementasi Kebijakan yang dilakukan agar angka kematian ibu dan anak
bisa diminimalisir bahkan ditiadakan.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap siap-siaga dalam
mengahadapi setiap bencana yang mengancam baik itu ancaman kematian ibu




A. Konsep Implementasi Kebijakan
Konsep Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang
akan dibahas dalam penelitian ini, dikarenakan Implementasi merupakan aspek yang
penting dari keseluruhan proses kebijakan.
‘’Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan
kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa ;  penyusunan agenda,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian
kebijakan.’’1
Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle yang dikutip oleh
Merille Grindle mengemukakan bahwa dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan
lingkungan implementasi.2
1. Variabel isi kebijakan ini mencakup:
a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi
kebijakan;
b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh,
masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih
atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu
program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran
1 William dan Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( Edisi Kedua, Cetakan Kelima)
(Gadja Mada University : Yogyakarta, 2005), h. 24.
2Merille, Grindle, Politics and Policy Implementation in the third world, 1998, h. 125.
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relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar
memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok
masayarakat miskin;
d. Apakah letak sebuah program sudah tepat:
e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan
rinci; dan
f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
2. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh
para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.3
Menurut Patton dan Sawicki yang dikutip Tangkilisan mengatakan bahwa
implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk
mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.
Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu  mengatur  secara efektif
dan efisien sumber  daya,  Unit-unit  dan teknik   yang dapat mendukung
pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah
3Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) , h. 93.
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dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang
dilaksanakan.
Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan
apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan
otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur.
Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang
memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau
kegiatan dan program pemerintah.4
Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood yang dikutip Tangkilisan
mengatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah
keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam
keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan
Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan
dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan
untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara
untuk mencapainya.5
Jones menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan
pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones mengemukakan beberapa dimensi
dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan,
4Tangkilisan, Hessel Nogi. S, Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Lukman Offset,
2003), h. 9.
5Tangkilisan, Hessel Nogi. S, Implementasi Kebijakan Publik.h. 17.
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kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat,
dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi
Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus
menerus  usaha-usaha  untuk  mencari  apa  yang  akan  dan  dapat  di  lakukan.
Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada
penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.6
Menurut Tangkiliisan dalam bukunya mengatakan bahwa ada tiga kegiatan
utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:
1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program
kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke
dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan,
upah, dan lain-lainnya.7
a. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Rippley dan Franklin sebagaimana dikutip Tangkilisan menyatakan
keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:
1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari
kepatuhan atas mereka.
6Tangkilisan, Hessel Nogi. S, Implementasi Kebijakan Publik.h. 21.
7Tangkilisan, Hessel Nogi. S, Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Lukman Offset,
2003), h. 18.
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2. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran program dan tiadanya
persoalan yang dihadapi petugas.
3. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.8
b. Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan
Peters sebagaimana dikutp Tangkilisan mengatakan bahwa, implementasi
kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:
1. Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang
kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana
dan isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil dan kebijakan
itu.
2. Isi
Kebijakan Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi
atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun
ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang
sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya
pembantu.




Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya
tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
4. Pembagian PotensiHal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para
aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya
dengan diferensiasi tugas dan wewenang.9
c. Proses Implementasi
Bagan 1.1
9Tangkilisan, Hessel Nogi. S, Kebijakan Publik Yang Membumi (Jakarta: Lukman Offset),
2003, h. 22.









B. Tinjauan Tentang Kebijakan Kesehatan
Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam
arti goverment yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance
yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi
kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.
‘’Sehubungan hal tersebut, Edi Suharto mengatakan bahwa Kebijakan
merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara
berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang
mewakili sistem politik suatu negara.’’10
Secara sederhana kebijakan kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan
public yang berlaku untuk bidang kesehatan. Urgensi kebijakan kesehatan sebagai
bagian dari kebijakan publik semakin menguat mengingat karakteristik unik yang
ada pada sektor kesehatan sebagai berikut:
1. Sektor kesehatan amat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang
banyak dan kepentingan masyarakat luas.
2. Inconsumer Ignorance, bagi masyarakat awam membuat posisi dan relasi
masyarakat dan tenaga medis menjadi cenderung tidak sederajat dan
berpola paternalistik. Artinya masyarakat atau dalam hal ini pasien tidak
10Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik(Bandung:Alfabeta, 2007), h. 3.
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memiliki posisi tawar yang baik sehingga tanpa daya tawar ataupun daya
pilih.11
Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan
sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang
sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai.
Melainkan pula orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Di Inggris, Australia,
dan Selandia Baru, The Nation Health Service (TNHS). Lembaga ini menyediakan
pelayanan perawatan kesehatan dasar gratis hampir bagi seluruh warga negara.12
Dalam hal ini tentu saja pelayanan kesehatan bukanlah monopoli pemerintah
saja. Namun, seperti halnya jaminan sosial dan perumahan, pelayanan kesehatan
publik juga sebagian besar diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Skema
pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial,
terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk
asuransi kesehatan. Selain itu, peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik
ini juga mencakup kepemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk
penetapan kebijkan terhadap penyelenggara atau penyedia perawatan kesehatan yang
dilakukan oleh pihak swasta.
11Lihat Damilay Ayunigtyas, MARS, Pengantar Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik,
(Jakarta: Rajawali Pers ,2014), h. 10-11.
12Lihat Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik(Bandung:Alfabeta, 2007), h.
17.
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C. Brigade Siaga Bencana
Implementasi kebijakan pada tahap ini merupakan alternatif pemecahan
masalah yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Akan tetapi suatu
kebijakan sering kali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah
ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan oleh
tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi.13
Pada dasarnya, Brigade siaga bencana merupakankonsep menangani situasi
krisis dengan basic emergency dan komunitas. Sifat emergency berarti konsep
layanan tersebut mengutamakan cepat siaga. Sedangkan komunitas untuk memberi
arti bahwa layanan tersebut diperuntukkan bagi komunitas masyarakat.
Keistimewaan dari brigade siaga bencana adalah mekanisme untuk mendekatkan
pelayanan dasar kesehatan kepada seluruh masyarakat Bantaeng.14
Pembentukan BSB terdapat dua tahapan persiapan untuk melaksanakan
proses pengoperasian yaitu: Pertama, pengadaan infrastruktur sarana prasarana
seperti peralatan kesehatan dan kendaraan operasional atau ambulans. Saat ini BSB
memiliki lima unit ambulans yang berasal dari Dinas Kesehatan Bantaeng (satu unit);
bantuan dari Asuransi Kesehatan-Askes (satu unit); dan bantuan Pemerintah Jepang
(tiga unit). Satu dari tiga unit ambulans bantuan Jepang tersebut difasilitasi alat
13 Lihat Umar Fahmi Achmadi, M.P.H., Ph.D, Kesehatan Masyarakat Teori dan
Aplikasi(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 195.
14IGI, Eksistensi Brigade Siaga Bencana dalam Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantaeng,
Sulawesi Selatan, 2012, h.1-2.
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monitor pemeriksaan jantung dan peralatan medis yang memadai. Selain itu terdapat
dua unit speed boat milik tim SAR yang sewaktu-waktu dapat digunakan tim BSB
bila ada korban atau pasien dilaut.Kedua, persiapan sumberdaya manusia yang
memadai. Dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan ketanggap daruratan.
Pelatihan bagi dokter adalah pelatihan general emergency life support dan bagi
perawat adalah pelatihan basic trauma cardiac life support. Kedua jenis pelatihan
tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan bagi tenaga
medis dalam hal penanganan tindak darurat.
Pelayanan BSB adalah layanan medis gratis selama dua puluh empat jam
dengan total staf sebanyak dua puluh dokter umum, delapan perawat dan empat
pengemudi. Para dokter berasal dari puskesmas se-Kabupaten Bantaeng. Setiap
puskesmas mengirimkan dua dokter dan akan bertugas selama satu tahun. Setelah
masa tugas satu tahun kedua orang dokter tersebut akan digantikan dokter lainnya
dari puskesmas yang sama.15
Keseluruhan staf BSB ini menjalankan tugas harian secara bergantian. Setiap
hari jadwal tugas dibagi dalam tiga shift jaga yakni pagi (07.00 wita-14.30 wita);
siang (14.30 wita-21.30 wita); dan malam (21.30 wita-07.00 wita). Setiap jadwal
tugas atau shift jaga BSB terdiri satu regu yang bersiaga yaitu 1 dokter, 2 perawat,
dan 2 pengemudi. Standar operasional BSB berdasarkan laporan dari masyarakat
melaluicall center 113 dan 0413-22724 serta melalui frekuensi radio 145.490 MHz.
15 Profil Brigade Siaga Bencana (BSB) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016, h. 9.
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Setelah laporan diterima, sesegera mungkin ditindak lanjuti oleh tim BSB dengan
langsung menuju lokasi. Tim BSB segera meluncur ke lokasi pasien atau korban di
mana pun lokasi tersebut, baik di kota, pelosok desa, di laut maupun di daerah
pegunungan. Di lokasi, tim melakukan diagnosa pasien/korban untuk menentukan
tindakan perawatan selanjutnya, apakah pasien/korban hanya perlu dirawat
dilokasi/rumah, dibawa ke ruang perawatan BSB,ataukah harus dirujuk ke
puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).16
D. Angka Kematian Ibu dan Anak
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index=HDI) yang
masih menempatkan indicator spserti, angka kematian bayi, angka kematian ibu,
angka kematian ibu melahirkan, angka harapan hidup, dan angka harapan hidup sehat
(Healty Life Expectancy=HALE).17
Indonesia merupakan negara di kawasan Asia yang mengalami kegagalan
dalam pencapaian target penurunan AKI. Padahal dari baseline MDGs yang dimulai
pada tahun 1990, AKI Indonesia sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan beberapa
negara lain di kawasan Asia. AKI Indonesia pada tahun 1990 sekitar 390 per 100.000
kelahiran hidup, jauh lebih rendah dibandingkan Kamboja, Myanmar, Nepal, India,
Bhutan, Bangladesh dan Timor Leste.
16IGI. Eksistensi Brigade Siaga Bencana dalam Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantaeng,
Sulawesi Selatan, 2012, h. 3-4.
17Lihat Isbandi Rukmianto Adi, Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan
Sosial, dan Kajian Pembangunan) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.  62.
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Ironisnya dengan data terakhir dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia
atau SDKI 2012, terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu sebesar 359 per 100.000
kelahiran hidup. Bandingkan dengan Kamboja yang sudah mencapai 208 per
100.000 kelahiran hidup, Myanmar sebesar 130 per 100.000 kelahiran hidup, Nepal
sebesar 193 per 100.000 kelahiran hidup, India sebesar 150 per 100.000 kelahiran
hidup, Bhutan sebesar 250 per 100.000 kelahiran hidup, Bangladesh sebesar 200 per
100.000 kelahiran hidup. Bahkan kini Indonesia sudah tertinggal dengan Timur Leste
dalam pencapaian AKI, dimana AKI Timor Leste mencapai 300 per 100.000
kelahiran hidup.18
Bila melihat target MDGs 2015 untuk AKI, target Indonesia adalah
menurunkan AKI mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan posisi 359 per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 maka akan sangat sulit bagi pemerintah
untuk mencapai target penurunan AKI sebesar 102 per 100.000 peningkatan jumlah
persalinan di Indonesia. Dengan kondisi tingginya fertilitas pada usia remaja, ini
akan menimbulkan kerentanan terhadap resiko kematian ibu saat melahirkan.
Melahirkan dalam usia remaja dengan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi
yang relatif minim dan sistem reproduksi yang masih labil, akan menimbulkan resiko
besar terhadap kematian. Hal ini agaknya menjadi alasan logis kenapa AKI
meningkat cukup signifikan dan menegasikan semua upaya pemerintah untuk
menurunkan AKI selama ini.
18World Health Organization (WHO).Maternal Mortality Database in World. 2013, h.1-2.
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Kegagalan dalam desain program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB)
dalam satu dekade terakhir merupakan kunci jawaban dari peningkatan AKI.
Tanggung jawab pengendalian laju pertumbuhan penduduk diserahkan sepenuhnya
pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Padahal masalah KKB tidak berada seratus persen ditangan BKKBN,tetapi
juga ada pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah. Inilah kendala
koordinasi program KKB sehingga tidak berjalan baik. Pada level daerah, hanya
sebagian kecil daerah yang memiliki Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah
(BKKBD). Padahal BKKBD ini sebenarnya menjadi ujung tombak dalam program
KKB karena daerah menjadi pusat pelayanan dari program KKB.kelahiran hidup
pada tahun 2015. Melonjaknya AKI tidak terlepas dari kegagalan program
Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).19
E. Penanganan Bencana Dalam Perspektif Islam
Prinsip-prinsip penanggulangan bencana dalan Islam secara teoritis
dipahami oleh sebagian besar ulama, khusus ulama Nahdatul Ulama. Namun, dari
segi praktis ulama dan pesantren masih perlu diberi wawasan untuk dapat berperan
aktif dalam penanggulangan bencana. Permasalahan di sekitar penanggulangan
19Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bantaeng Tahun
2015, h. 21.
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bencana alam sangat kompleks, Penanggulangan bencana erat kaitannya pemahaman
mengenai hubungan antara alam dan manusia, bahkan hubungan antara Allah Swt,
Sang Pencipta, alam, dan manusia.
‘’Menurut Qadiqa Dauliyah Penanggulangan bencana juga berkait dengan
memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam. Untuk itu, perlu upaya terpadu
berbagai pihak untuk melaksanakannya.’’20
Ulama dan pesantren dapat menjadi pusat disaster management. Ulama dan
pesantren terbukti menjadi tempat rujukan penyelamat ketika terjadi bencana.
Bencana-bencana yang terjadi menjadikan umat Islam di Indonesia
bertafakkur dan berusaha keluar dari kesulitan. Oleh karena itu, ulama dapat
mengambil bagian dalam penganggulangan bencana dengan cara menyadari dan
mengamalkan siklus penanganan bencana sejak sebelum terjadinya bencana hingga
setelah terjadinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.Ar-Ruum/30:41 sebagai
berikut:
                              

Terjemahnya:
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).21
20Qadiqa Dauliyah, ‘’Penanganan Bencana Alam Dalam Perspektif Islam’’ Blog Qadiqa
Dauliyah,http://hdamany.blogspot.co.id/2008/10/penanggulangan-bencana-alam-dalam-perspektif-
islam.html (29 Maret 2016).
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: FA Sumatera, 1978), h.
901.
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Ayat tersebut secara terang-terangan menjelaskan tentang (telah nampak
kerusakan didarat disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan
(dan dilaut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering
(disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat (supaya
Allah merasakan kepada mereka) dapat dibaca   
Kalau dibaca ‘’liyudziiqahum’’artinya supaya kami merasakan kepada
mereka ( sebagian dari akibat perbuatan mereka ) sebagai hukumannya (agar mereka
kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Jika Allah Swt telah menciptakan kehidupan bagi seorang manusia, maka ia
juga akan menciptakan kematian baginya. Maka kematian adalah sesuatu yang
dipastikan akan dimiliki oleh setiap makhluk hidup sebagaimana Allah Swt pernah
memberikan kehidupan kepadanya. Sebab setiap yang memiliki jiwa niscaya akan
merasakan kematian, meskipun ia berusaha dengan maksimal dan optimal untuk
selalu menjauhi dan menghindarinya.
Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.Al Anbiyaa/21:34 sebagai berikut:
                   
Terjemahnya:
Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum
kamu (Muhammad); Maka Jikalau kamu mati, Apakah mereka akan
kekal?22
22Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 694.
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1. Islam dan Siaga Bencana
Dari tahapan penanggulangan bencana menurut Undang-undang nomor 24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), proses penanggulangan
bencana tidak selalu dilaksanakan pada saat yang bersamaan dan dilakukan secara
berurutan. Seperti tahapan tanggap darurat yang pada dasarnya dapat dilakukan pada
saat sebelum terjadinya bencana atau dikenal dengan istilah siaga bencana ketika
perkiraan bencana akan segera terjadi. Pada tahapan siaga ini terdapat dua
kemungkinan yaitu bencana benar-benar terjadi atau bencana tidak terjadi.23
Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS.Ali-‘Imran ayat 200 sebagai
berikut:
                   
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di
perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya
kamu beruntung.24
Pada ayat diatas secara terang-terangan dikatakan bahwasanya orang yang
beriman untuk selalu dalam keadaan siaga sebelum akan terjadinya suatu yang
membahayakan.
23 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB).
24Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 157.
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Lebih lanjut firman Allah Swt dalm QS.Al-An’aam ayat 131 sebagai berikut:
                  
Terjemahnya : yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah
membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya
dalam Keadaan lengah.25
Maksudnya, penduduk suatu kota tidak akan diazab, sebelum diutus seorang
Rasul yang akan memberi peringatan kepada mereka. Al Quran menganjurkan untuk
sebuah daerah berpenduduk dan memiliki pemerintahan untuk memiliki perencanaan
siaga yang mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan,
mengurangi dampak, menangani secara efektif serta melakukan pemulihan diri dari
dampak, dan jika memungkinkan dapat mencegah bencana itu sendiri.
Dalam konteks manajemen, kesiapsiagaan membutuhkan perencanaan.
Perencanaan merupakan fungsi-fungsi manajemen yang hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan yang ditetapkan dalam rangkaian proses yang dapat memberi
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan
bagaimana, jadi perencanaan menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi
penentu dalam ketercapaian sebuah tujuan.
Ulama terkemuka seperti Imam Al Ghazali menafsirkan ayat tersebut sebagai
perintah kepada manusia untuk memperbaiki, meningkatkan keimanan, dan
ketakwaan kepada Allah SWT melalui proses kehidupan yang tidak boleh sama
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 290.
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dengan kehidupan yang sebelumnya. Imam Ghazali juga memberi penegasan pada
kata perhatikanlah di mana manusia harus memperhatikan setiap perbuatan yang
telah dikerjakan, serta mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat
yang terbaik demi hari esok.
2. Hikmah Bencana
Beberapa desa di Aceh diketahui merupakan kawasan rawan bencana.
Sebagai contoh adalah Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Burni Telong di
Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari beberapa tingkat kerawanan berdasarkan
hasil kajian-kajian terhadap sejarah letusan yang pernah ada. Dengan kajian ini suatu
kawasan dinyatakan sebagai Kawasan Rawan Bencana I, II, dan II yang diingatkan
memiliki berbagai potensi dampak yang berbeda-beda berdasarkan ancamannya.
Berdasarkan kajian ini, beberapa kampung yang termasuk ke dalam Kawasan Rawan
Bencana II misalnya, dinyatakan sebagai kampung-kampung yang terletak dalam
radius 5 kilometer dari gunung tersebut berpotensi terlanda aliran hawa panas, lava
dan lahar, hujan abu lebat, dan lontaran batu.26
Beberapa peringatan di masa kini yang dapat menjadi hikmah pembelajaran
juga telah kita lihat dan kita dengarkan. Bencana alam yang memberi dampak
terhadap penghidupan masyarakat begitu banyak diberitakan di berbagai media, baik
media massa maupun elektronik. Hikmah pembelajaran terhadap bencana yang
26Direktorat Geologi dan Vulkanologi Energi Sumber Daya Mineral, 2001, h. 52.
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mengancam sangat erat kaitannya dengan peringatan yang meningkatkan kesiap-
siagaan.
F. Konsep Bencana
Bencana didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian
suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan
manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan
masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya
mereka sendiri. (TDRR=Terminology on Disaster Risk Reduction 2009). Bencana
merupakan hasil dari kombinasi: pengaruh bahaya (Hazard), kondisi kerentanan
(Vulnerability) pada saat ini, kurangnya kapasitas maupun langkah-langkah untuk
mengurangi atau mengatasi potensi dampak negative.27
Menurut International Strategy for Disaster Reduction (ISDR,2002), terdapat
dua jenis utama bencana yaitu bencana alam dan bencanateknologi. Bencana alam
terdiri dari tiga:
1. Bencana Hydro-Meteorological berupa Banjir, Topan, Banjir Bandang,
Kekeringan dan Tanah Longsor.
2. Bencana Geophysical berupa Gempa dan Tsunami
3. Bencana Biological berupa Epidemi, Penyakit tanaman dan hewan.
Bencana teknologi terbagi menjadi tiga grup yaitu:
27(TDRR) Terminology on Disaster Risk Reduction tahun 2009, h. 47.
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1. Kecelakaan industri berupa kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur
industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi.
2. Kecelakaan transportasi berupa kecelakaan udara, rail, jalan dan
transportasi air.
3. Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestic atau struktur
nonindustrial, ledakan dan kebakaran.28
Secara umum, bencana dibedakan menjadi tiga sebagi berikut:
a. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.
b. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
c. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta teror. Selain
itu, kematian adalah salah satu dari bencana sosial.
28Adi Yanuar Fadillah,  Penentuan variable, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010,
h.9.
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Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam
organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara
permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak
alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami
pembusukan. Istilah lain yang sering digunakan adalah meninggal, wafat, tewas, atau
mati. Penyebab-penyebab kematian seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh
mereka akan perlahan-lahan mulai berhenti bekerja jika tubuh tidak mampu melawan
penyakit, atau tidak diobati. Kecelakaan seperti tenggelam, tertabrak, terjatuh dari
ketinggian, dan sebagainya. Lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang
terlalu panas.
Pendarahan yang diakibatkan luka yang parah. Kekurangan makanan, air,
udara, dan perlindungan. Diserang dan dimakan (pembunuhan).Infeksi dari gigitan
hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus berbahaya. Kematian pada saat
tidak terbangun dari tidur. Kematian sebelum lahir, karena perawatan janin yang
tidak benar. Melakukan perbuatan buruk sehingga mendapat hukuman atau vonis
yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan (Hukuman Mati) dan
kematian saat melahirkan atau setelah proses persalinan.29
Sebagai manusia harus menghormati kedua orangtua, terutama Ibu yang telah
mengandung selama Sembilan bulan, melahirkan dengan susah payah serta
29 ‘’Kematian’’, Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian. (29 Maret 2016)
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menyusui tanpa meminta sedikit imbalan. Sebagaiman Firman Allah dalam Q.S. Al
Luqman/31:14 sebagai berikut:
                             
    
Terjemahnya:
dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.30




Penelitian atau penggunaan metode ilmiah secara terancang dan sistematis,
atau kegiatan penelaahan secara ilmiah, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan
ilmu pengetahuan, baik bagi ilmu-ilmu kealaman (natural sciences) maupun bagi
ilmu-ilmu social (social sciences). Dikatakan demikian karena ilmu pengetahuan
sebagai produk ( a body of organized and verified knowledge).
Penelitian merupakan metode andalan para ilmuan, yang selama ini
digunakan untuk menyingkap ‘’rahasia dunia alam’’ dan ‘’rahasia dunia sosial.1
Setiap penelitian ilmiah harus memiliki metode yang tepat. Hal itu bertujuan
untuk mendapatkan data yang objektif, dengan menggunakan metode pengumpulan
data dan tekhnik analisis data yang akurat. Dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada
keutuhan (entity) sebuah fenomena.2
1 Lihat Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.
11.
2 Suwardi Endswarsa, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2003), h. 16.
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Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan
sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan
selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus
dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah
pengolahan data selesai. Dalam hal ini, sementara data dikumpulkan, data yang
sudah diperoleh dapat dikelolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.
Sebaliknya pada saat menganalisis data, penelitian dapat kembali dilakukan lagi di
lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya
kembali.3
Dengan berbagai macam faktor yang merupakan satu kesatuan yang utuh,
dalam konteks konstruksi sosial merupakan sebuah kenyataan objektifitas maupun
kenyataan subjektifitas.
Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijkan Brigade Siaga
Bencana dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bantaeng.
Dan menggambarkan satu ketertarikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam
penelitian kualitatif. Dalam konteks yang demikian, maka penulis memilih metode
penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat agar dapat mendalami impementasi
kebijkan brigade siaga bencana dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di
Kabupaten Bantaeng.
3 Bagon Suyatno dan Sutina, Metode Penelitian Sosial, (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenanda
Media Grup, 2011) h. 172.
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2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kantor Brigade
Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat penelitian calon peneliti itu
sendiri.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir
yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya. Pendekatan ialah disiplin
ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan
logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah impelemntasi kebijakan brigade siaga bencana dalam penurunan angka
kematian ibu dan anak di Kabupaten Bantaeng.
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologi dan pendekatan komunikasi. Secara epistimologi sosiologi
berasal dari kata socious yang berarti msayarakat, dan logos yang berarti ilmu. Jadi
dapat disimpulkan bahwa Sosiologi diartikan sebagai ilmu yang secara khusus
mempelajari kehidupan masyarakat.4
4 Lihat A. S. Haris Sumadiria, Sosiologi Komunikasi Massa. (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media), 2014, h. 29.
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Sedangkan istilah Komunikasi berpangkal pada perkataan latin communis
yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang
atau lebih.5
1. Pendekatan Sosiologi
Pendekatan yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah pendekatan
sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang menguak, menyikap, mengungkap dan
membongkar fakta-fakta yang tersembunyi (latent) dibalik realitas yang nyata
(manifest) karena dunia yang sebenarnya baru dapat dipahami jika dikaji dan
diinterprestasikan secara mendalam (radical).
Pada hakikatnya, sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni (pure science)
yang hanya mengembangkan ilmu itu sendiri namun sosiologi juga dapat menjadi
ilmu terapan (applied science) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan
pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan problematika sosial.6
Kehidupan masyarakat terdapat banyak perubahan sosial, perubahan sosial
inilah yang menjadikan seseorang mencari cara untuk mensejahterakan keluarga.
Seperti dalam buku Suriyani, S. Ag., M. Pd., yang berjudul Sosiologi Pedesaan
menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat membuat
5 Lihat H. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada), 2012.h.20.
6 Zulfi Mubaraq, Sosiologi Agama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.
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masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan
kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.7
2. Pendekatan Komunikasi
Pendekatan komunikasi dibutuhkan untuk memudahkan dalam interaksi
dengan masyarakat dalam hal berkomunikasi agar dapat menjalin komunikasi dengan
baik serta dapat dengan mudah melihat fenomena sosial yang sedang terjadi dan
dialami oleh objek. Pendekatan komunikasi adalah suatu pendekatan yang
mempelajari hubungan interaksi komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang
bisa berlangsung baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal.8
3. Pendekatan Medis
Pendekatan Medis merupakan suatu pendekatan dengan pencegahan terhadap
penyakit. Keberhasilannya dapat dilihat pada program imunisasi dan vaksinasi.
Tujuan akhir ini untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dini.
Dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, disebutkan bahwa
kesehatan adalah keadaan sejahtera jasmani, rohani dan sosial, agar setiap orang
dapat hidup secara produktif secara sosial dan ekonmis. Pengertian kesehatan dalam
Undang-Undang ini kalau dicermati kata demi kata pada dasar adalah suatu visi
bangsa Indonesia dalam pembangunan kesehatan masyarakat, bukan visi Indonesia
7 Suriyani, Sosiologi Pedesaan, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 97.
8 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam
Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada, 2008),  h. 171.
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Sehat 2010 yang selama ini kita dengar. Karena merupakan visi maka dalam
mewujudkannya harus dilakukan secara komprehensif-menyeluruh.9
C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini yaitu:
1. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di
lapangan yaitu dari Bapedalda, Dinas Sosial, Aparat
Desa/Kelurahan/Kecamatan, Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bantaeng.
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk data primer yang
diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam
permasalahan yang diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan merupakan sesuatu yang sangat
penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Observasi (Pengamatan)
Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengamatan
langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini, misalnya kegiatan pertolongan yang dilakukan oleh
9 Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, h. 2.
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brigade siaga bencana ketika ada Ibu Hamil yang mau melahirkan di Kabupaten
Bantaeng.
2. Wawancara
Menurut Bimo Walingto bahwa pedoman interview adalah suatu alat yang
digunakan dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data anak atau orang
yang mengadakan hubungan secara langsung dengan informan (face to relation).
Sedangkan Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi mengemukakan bahwa
wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara
lisan bilamana dua orang atau lebih tertatap muka, mendengarkan secara langsung
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.10 Wawancara merupakan alat
pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial. Dalam
mengumpulkan data penelitian, pedoman wawancara, alat perekam suara, pulpen dan
buku catatan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, suara maupun gambar dan suara.
Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti
dokumen-dokumen tertulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.
10 Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,
1999), h. 83.
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Dokumentasi menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung agar
memperjelas dari mana informasi itu didapat, informasi yang didapat telah
diabadikan  dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat
operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya.
Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan
dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh
karena itu, maka dalam  pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai
alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian.
Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang
digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini
meliputi; observasi, wawancara (interview) dengan daftar pertanyaan penelitian yang
telah dipersiapkan, kamera, alat perekam, pulpen dan buku catatan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha
pengumpulan data menjadi objek penelitian, namun juga merupakan kelanjutan dari
usaha pengumpulan data menjadi objek penelitian, namun juga merupakan satu
kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dari menelaah seluruh
data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informasi dari hasil teknik
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pengumpulan data baik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tujuan
analis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca
dan diimplementasikan.
Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam rencana penelitian ini
adalah:
a. Tahap Pengumpulan Data
Dalam proses ini dilakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan
beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan dengan
menggunakan alat bantu yang berupa kamera. Proses pengumpulan data harus
melibatkan sisi aktor (informan),  aktifitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.
Sebagai alat pengumpulan data, penulis harus pandai mengelola waktu yang dimiliki,
menampilkan diri, dan bergaul ditengah-tengah masyarakat  yang dijadikan subjek
penelitiannya.
b. Tahap  Reduksi  Data
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstarakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
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catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus
sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung
1. Display Data
Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian
data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan
mencermati penyajian data ini akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi
dan apa yang harus dilakukan, artinya apakah akan diteruskan analisisnya atau
mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam data tersebut.
2. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan
Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya.
Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama
berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, maka akan dimulai pencarian arti
penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama
penelitian dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan
sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Bantaeng dikenal dengan sebutan “Butta Toa” terletak di Provinsi
Sulawesi Selatan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 395,83 km. Terdiri atas 8
(delapan) kecamatan, 67 Desa dan Kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108
Rukun Tetangga (RT). Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bissappu,
Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan
Tompobulu, Kecamatan Pajukukan, Kecamatan Uluere, Kecamatan Gantarangkeke
dan Kecamatan Sinoa. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan terbesar
dengan luas wilayah 76,99 km atau 19,45 persen dari luas Kabupaten
Bantaeng,sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 28,85 km.1
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan
Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21’13”-5°35’27” Bujur
Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian
barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah
daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung
Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan Laut 0-25 m sampai
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, Bantaeng dalam Angka Tahun 2015, Bantaeng,
2016, h. 1.
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dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng
dengan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut merupakan wilayah yang
terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah
dengan ketinggian 0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah.2
Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan
yang berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
b. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
c. Sebelah Selatan : Laut Flores
d. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto.
2. Keadaan Iklim
Letak geografis Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga
dimensi, yakni bukit pengunungan, lembah daratan dan pesisir pantai, dengan dua
musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan
rata-rata setiap bulan 200 mm. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat
menguntungkan bagi sektor pertanian.3
2Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, Bantaeng dalam Angka Tahun 2015, Bantaeng,
2016, h. 2.




Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng
Tahun Jumlah Penduduk Rasio Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
2010 85.591 91.108 93.9
2011 86.452 92.025 94
2012 86.950 92.555 94
2013 87.413 93.593 93
2014 88.012 94.271 93
2015 88.490 94.896 93
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 2016
Dari tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di
Kabupaten Bantaeng meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kabupaten
Bantaeng menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 176.699 jiwa yang
dimana terdiri dari laki-laki 85.591 jiwa dan perempuan 91.108 jiwa dengan rasio
jenis kelamin 93.9. Artinya rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan
sebesar 93.9 dengan menggunakan rumus demografi (kependudukan) rasio jenis
kelamin (SR)= Jumlah penduduk laki-laki (Mi) / Jumlah penduduk perempuan (Fi) x
Konstanta (K) dengan ketetapan nilai 100, maka diperoleh rasio perbandingan 93.9.
Menurut SP 2011 jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng sebanyak 178.477
jiwa yang terdiri dari laki-laki 86.452 jiwa dan perempuan 92.025 jiwa dengan rasio
jenis kelamin 94. Pada data SP 2012 jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng
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sebanyak 179.505 jiwa yang terdiri dari laki-laki 86.950 jiwa dengan perempuan
92.555 jiwa dengan rasio jenis kelamin 94. Menurut SP 2013 jumlah penduduk
Kabupaten Bantaeng berkembang pesat dengan jumlah sebanyak 181.006 jiwa yang
terdiri dari laki-laki 87.413 jiwa dan perempuan sebanyak 93.593 jiwa dengan rasio
jenis kelamin 93. Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten
Bantaeng sebanyak 182.283 yang terdiri dari laki-laki 88.012 jiwa dan perempuan
94.271, dengan rasio jenis kelamin 93. Padan tahun 2015 jumlah penduduk yang ada
di Kabupaten Bantaeng sebanyak 183.386 terdiri dari laki-laki 88.49 dan perempuan
sebanyak 94.896.
Tabel 1.3: Perkembangan Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan Se-
Kabupaten Bantaeng Tahun 2010-2014
No Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014
1 Bantaeng 36.718 37.08 37.301 37.612 37.989
2 Bissappu 30.931 32.24 31.422 31.685 32.310
3 Tompobulu 22.913 23.14 23.277 23.473 22.903
4 Uluere 10.814 10.92 10.986 11.077 11.315
5 Sinoa 11.827 11.94 12.014 12.115 12.132
6 Pa’jukukang 29.017 29.30 29.478 29.723 30.049
7 Gantarangkeke 15.865 16.02 16.117 16.252 17.123
8 Eremerasa 18.614 18.80 18.910 19.069 18.462
Jumlah 176.699 178.477 179.505 181.006 182.283
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 2015
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4. Kesehatan
Salah satu apsek peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten
Bantaeng dapat dilihat dari pelayanan di bidang kesehatan. Pembangunan bidang
kesehatan di Kabupaten Bantaeng diarahkan agar pelayanan kesehatan lebih
meningkat lebih luas, lebih merata, terjangkau oleh lapisan masyarakat. Kesehatan
merupakan bagian yang terpenting dan diharapkan dapatn menghasilkan derajat
kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara
sosial maupun ekonomis. Penyedia sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit,
puskesmas dan tenaga kesehatan semakin ditingkatkan jumlahnya sesuai dengan
rencana pentahapannya, sejalan dengan itu peyediaan obat-obatan, alat kesehatan,
pemberantasan penyakit menular dan peningkatan penyuluhan dibidang kesehatan.
Adapun sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014
telah tersedia berupa rumah sakit umum sebanyak 1 buah, puskesmas/ pustu/
puskesmas keliling 12 buah. Jumlah dokter umum sebanyak 4 orang, bidan 60
orang, apotik 8 buah. Di Kabupaten Bantaeng jumlah tenaga kesehatan pada tahun
2014 sebanyak 125 orang.4
Salah satu tujuan pembangunan, khususnya pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, beriman dan
menguasai teknologi. Sehingga melahirkan generasi penerus yang beriman, cerdas
dan menguasai teknologi.
4Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2016, h. 21.
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Usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
dilakukan secara optimal sesuai kemampuan daerah disamping juga meminta
bantuan dari luar dan dalam negeri. Usaha tersebut telah membuahkan hasil yang
dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga akses pelayanan kesehatan dapat dirasakan
sampai di wilayah pedesaan.
Tabel 1.4: Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan
menurut jenis kelamin




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di tahun 2014
sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Secara
total jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 57,77 % naik dari
tahun 2013 yang persentasinya hanya 42,01 %.
Sedangkan persentase penolongan kelahiran anak dibawah lima tahun dapat
dilihat bahwa semakin banyak ibu hamil yang melahirkan dengan bantuan bidan dan
dokter, yaitu sebanyak 64,63 %, 33,52 % dibantu oleh dukun dan kurang dari 1 %
dibantu oleh keluarga.
5. Pembangunan Manusia
Untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di suatu
wilayah atau negara saat ini yang digunakan UNDP adalah dengan menghitung
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mulai tahun 2014 dihitung dengan
menggunakan metode baru.
Komponen IPM dengan metode baru adalah Angka Harapan Hidup,
pendidikan atau pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka Harapan Hidup
dihitung berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang
masih hidup. Pengetahuan diukur dengan angka indeks rata-rata lama sekolah dan
indeks harapan lama sekolah. Sedangkan indikator daya beli diukur dengan indikator
rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.
IPM Bantaeng tahun 2014 mencapai 65,77 dan berada pada peringkat 16.
Dengan IPM metode baru peringkat IPM Bantaeng tahun 2013 dan tahun 2014
berada pada peringkat 16 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini
menggambarkan bahwa adanya keberhasilan dalam perbaikan pelayanan kesehatan,
pendidikan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini disajikan
tabel :







2012 76,29 47,20 64,46
2013 76,39 49,24 64,62
2014 76,43 51,22 64,87
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng
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B. Kondisi Pelayanan Kesehatan Sebelum Terbentuknya Brigade Siaga Bencana
Sebelum terbentuk Brigade Siaga Bencana hasil pembangunan khusus bidang
kesehatan dengan indikator survei status kesehatan belum dapat dikatakan berhasil
oleh karena angka-angka indikator tersebut belum dapat dieliminir. Berikut ini tabel
hasil survei status kesehatan tahun 2008 dan tahun 2009 :
Tabel 1.6 : Hasil Survei Status Kesehatan Kasus Kematian Ibu dan Anak serta Gizi
Buruk di Kabupaten Bantaeng tahun 2008 – 2009
No Jenis Indikator Tahun
2008 2009
1 Angka Kematian Ibu 17 Kasus 15 Kasus
2 Angka Kematian Anak 38 Kasus 64 Kasus
3 Gizi Buruk 16 Kasus 13 Kasus
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
Dari tabel tersebut di atas dapat disampaikan bahwa walaupun pencapaian
tidak melampaui target nasional dan target provinsi, namun melihat besar dan luas
wilayah serta jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng yang merupakan kabupaten
terkecil dari 23 kabupaten/kota di provinsi sulawesi Selatan sangatlah tidak layak
manakala indikator tersebut tidak dapat dieliminir. Data ini telah diolah dan
diperoleh dari Brigade Siaga Bencana.
Bahwa dengan berbagai intervensi sosial yang telah dilakukan oleh elemen
pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng, program disertai biaya baik bersumber
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dari APBD dan APBN, namun melalui pencapaian indicator tersebut pembangunan
kesehatan belum dapat dicapai. Kemudian penulis melakukan pencarian data dan
mendapatkan data terkait penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak
lain, Bantaeng merupakan daerah dengan wilayah pesisir mengahadap laut Flores
dan dataran tinggi di perbukitan sekitar gunung Lompobattang. Kabupaten Bantaeng
dengan keinggian antara 100-500 M dari permukaan laut merupakan wilayah yang
terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya.
Walaupun wilayah Kabupaten Bantaeng tidak terlalu luas 395,83 km²,
karakter wilayah Bantaeng yang berbukit tersebut menyebabkan warga kesulitan
dalam menjangkau akses-akses pelayanan publik. Apalagi yang berdomisili di
pelosok desa, di ketinggian bukit-bukit, ataupun di pesisir pantai yang jauh dari pusat
layanan kesehatan dan dokter. Kondisi wilayah tersebut sering menyebabkan
keterlambatan penanganan kesehatan masyarakat. Keterlambatan dalam pertolongan
menyebabkan kematian. Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan
salah satu masyarakat Bantaeng
‘’Waktu saya mau melahirkan sebelum kepemimpinan bupati yang sekarang,
akses jalan menuju RSUD Bantaeng sangatlah kurang memadai ditambah
transportasi yang hanya beroperasi sampai jam 4 sore, pada waktu itu saya
betul-betul hampir mati jika keluarga saya tidak berinisiatif merujuk saya ke
RS Provinsi’’5
Dari hasil wawancara penulis menarik suatu kesimpulan bahwa infrastruktur
periode kepemimpinan bupati sebelumnya kurang memadai sehingga pelayanan
5Irma Indrayani, (30 tahun), Masyarakat Kampung Beru Kabupaten Bantaeng, Wawancara,
Di Rumah Irma, 8 Desember 2016.
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kesehatan masyarakat tidak terjamin. Sedangkan kondisi sarana prasarana fasilitas
kesehatan Kabupaten Bantaeng sedikit baik di atas Provinsi, karena rasio per 10.000
penduduk antara Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun
2010 adalah 2,66: 2,54. Data diperoleh dari laporan BPS mengenai IPM Provinsi
Sulawesi Selatan, sedangkan ketersediaan tenaga kesehatan Kabupaten Bantaeng
masih dibawah Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak terlihat dalam rasio tenaga
kesehatan per 10.000 penduduk 2010 antara Kabupaten Bantaeng dan Sulawesi
Selatan adalah 10,47:16,47. Dengan keadaan geografis yang telah dijelaskan di
paragraf sebelumnya, Kabupaten Bantaeng memiliki tantangan untuk mendekatkan
layanan, sarana dan petugas kesehatan kepada masyarakat.6
Belum lagi tingkat kesadaran warga terhadap pertolongan kesehatan belum
mencapai angka optimum. Kesadaran masyarakat dalam mengenali suatu gejala
penyakit juga menyebabkan sebuah keterlambatan penanganan. Mengingat tingkat
pendidikan penduduk di kabupaten Bantaeng dengan ciri khas agraris tersebut masih
sangat minim. Kaitan tingkat pendidikan dengan peningkatan kesadaran terhadap
kesehatan berbanding lurus. Pada tahun 2010, Kabupaten Bantaeng memiliki indeks
pendidikan yang jauh dari angka indeks provinsi yaitu 65,92: 75,92. Padahal indeks
provinsi Sulawesi Selatan masih dibawah dengan indeks nasional 79,53 dan data ini
diperoleh dari BPS mengenai IPM provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010. Posisi
6Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, Bantaeng dalam Angka Tahun 2015, Bantaeng,
2016, h. 52.
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Kabupaten Bantaeng secara sosiokultural masih bertahan dalam sistem-sistem
tradisional dan paternalistik. Sistem tersebut mempengaruhi kesadaran penduduk
terhadap penanganan kesehatan dan kunjugan terhadap pelayanan medis. 7
Dengan karakteristik tersebut stakeholdermasih sangat kuat berperan dalam
menciptakan sistem pelayanan.
Tindakan darurat selalu dibutuhkan untuk pertolongan persalinan. Sehingga
harus di persiapkan sarana prasarana siaga. Mekanisme ambulance desa pernah coba
dilakukan pelaksanaannya oleh komunitas desa. Program tersebut mendapat banyak
kendala dalam masyarakat. Karena secara kultural terutama di pedesaan, warga
masyarakat cenderung menganggap mobil yang ditumpangi orang sakit hingga
meninggal akan membawa sial. Sehingga penyediaan mobil yang siaga bagi si sakit
menuju pusat layanan kesehatan menjadi terlambat. Belum lagi persoalan internal di
kalangan manajemen desa dalam menjaga kesepakatan intensif dengan pemilik mobil
yang dijadikan ambulans. Persoalan-persoalan tersebut menuntut agar segera dicari
solusinya, mengingat pertolongan persalinan membutuhkan fasilitas darurat siaga.
Sehingga kemudian kendala-kendala masyarakat dengan kultur tradisional,
keadaan geografis yang susah terjangkau dan keterbatasan pelayanan kesehatan dapat
dirumuskan. Perumusan kebutuhan masyarakat tersebut diwujudkan dalam inisiasi
Tim Emergency Service dengan pelayanan unggulan Brigade Siaga Bencana.
7Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2016, h. 54.
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C. Pembentukan Brigade Siaga Bencana
Brigade Siaga Bencana (BSB) Bantaeng mempunyai motto yaitu ‘’Bekerja
tanpa waktu melayani dengan ikhlas dan kesehatan diatas segalanya’’. Sedangkan
Visi dari Brigade Siaga Bencana yaitu ‘’Mewujudkan Bantaeng sehat mandiri dan
berkualitas pada tahun 2018’’.
Adapun Misi Brigade Siaga Bencana yaitu: (1). Pemerataan dan peningkatan
kualitas mutu pelayanan brigade siaga bencana, (2). Meningkatkan professional dan
kualitas sumber daya manusia brigade siaga bencana, (3). Meningkatkan mutu sarana
dan prasarana pelayanan brigade siaga bencana, (4). Meningkatkan system informasi
kesehatan dan (5). Pemerataan perluasan jangkauan.
Gambar 1: Standar Operasional Pelayanan Emergency Dasar BSB
Sumber: Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng
59
1. Alasan Pembentukan Brigade Siaga Bencana
Melihat kondisi kesehatan yang dialami masyarakat pemerintah kabupaten
Bantaeng dalam hal ini Bupati, menginginkan adanya sebuah bentuk inovasi layanan
kesehatan bebas retribusi yang dapat mengatasi permasalahan sosial terutama dalam
bentuk keadaan emergency maupun permasalahan kesehatan dalam bentuk non
emergency. Dalam hal ini khususnya pemerintah daerah kabupaten Bantaeng
berinisiatif untuk membuat sebuah terobosan baru dengan berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan maupun melibatkan seluruh elemen dalam hal pembentukan,
maupun upaya sosialiasi yang dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui
keberadaan BSB yang ada di Kabupaten Bantaeng dan menjalin mitra kerja sama
dengan salah satu perusahaan di negara Jepang, untuk menyukseskan pembentukan
layanan kesehatan melalui Brigade Siaga Bencana.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 430/595/XII/2009
tanggal 1 Desember 2009 Tentang Pembentukan Tim Emergency Service Kabupaten
Bantaeng.8 Tim Brigade Siaga Bencana dibentuk untuk memberikan pelayanan
kesehatan tercepat dan terdepan dengan dukungan dokter, perawat dan bidan
puskesmas. BSB ini keberadaannya sangat diperlukan untuk upaya kesiap-siagaan
sampai dengan upaya penanggulangan bencana. Berikut struktur Organisasi
Emergency Service
8 Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 430/595/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009
Tentang Pembentukan Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng.
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Gambar: 2 Struktur Organisasi Emergency Service
Sumber: Brigade Siaga Bencana
Brigade Siaga Bencana berfungsi sebagai sentra pelatihan yang dilengkapi
dengan alat-alat peraga untuk gawatdarurat sehingga dapat mencetak banyak tenaga
terampil dalam penanggulangan gawat darurat sehingga dapat menghasilkan tim
struktur gawatdarurat.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu Team Medis
Brigade Siaga Bencana :
“Emergency Service merupakan kado ulang tahun hari jadi Bantaeng yang ke
755 tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 2009. Emergency service ini
merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Emergency dasar dibentuk dengan tujuan menanggulangi kegawatdaruratan
yang bekerja sama dengan Damkar, BSB, Tagana/Sar, PMI, Orari dan Polres
Kabupaten Bantaeng dibawah naungan Bapedalda Kabupaten Bantaeng.
Bantaeng dimana didalamnya terdapat atas beberapa unit pelayanan seperti
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Damkar pemadam kebakaran, BSB, Sar, Tagana, PMI dan orari. Pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat itu berlangsung selama 24 jam”9
Seain itu, Perawat Mengatakan:
“Hadirnya brigade siaga bencana di Kabupaten Bantaeng ini adalah wujud
dari pada komitmen pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman bagi
seluruh masyarakat, untuk saat ini memang kita tidak minta adanya bencana
yang datang, tetapi kita wajib pemerintah dan seluruh masyarakat untuk
siapsiaga karena mengingat daerah kabupaten Bantaeng adalah daerah yang
memiliki daerah yang rawan
bencana”10
Terbentuk pada tanggal 7 Desember 2009 yang bertepatan dengan hari ulang
tahun Kabupaten Bantaeng yang ke 755, Brigade Siaga Bencana bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang tercepat dan terdepan atas setiap bencana atau musibah
yang menimpa masyarakat. Keberadan BSB ini di perlukan sebagai upaya
kesiapsiagaan dalam penanggulangan setiap bencana atau musibah terutama bagi
korban yang jauh dari jangkauan dokter maupun terkendala sarana transportasi
karena tidak memiliki kendaraan.
Pengertian umum brigade siaga becana untuk merespon kejadian bencana di
suatu wilayah artinya dibentuk untuk mengutamakan safety dari masyarakat.
9 Hj Rosdiana.,S.KM.,M.Kes (38 tahun), Sekretaris BSB, Wawancara, Markas BSB, 05
Desember  2016.
10 Fahriani., Amd.Kep (23 tahun), Perawat BSB, Wawancara, Ruang Observasi BSB, 05
Desember 2016.
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Gambar 3: Struktur Organisasi BSB
Sumber: Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng
Kemudian penulis kembali melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kesehatan:
“Jadi, awal mula pembentukan BSB berasal dari inisiasi pemerintah daerah
kabupaten Bantaeng yang melihat kondisi kesehatan yang ada di kabupaten
Bantaeng yang masih sangat rendah. BSB merupakan bagian dari tim
emergency service tetapi dalam pengertian umum BSB di Kabupaten
Bantaeng dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan bentuk emergency
maupun non emergency, sasaran program ini dikhususkan untuk masyarakat
yang ada di Kabupaten Bantaeng”.11
Kemudian Perawat BSB pada hari rabu tanggal 7 Desember 2016
mengatakan, bahwa:
11 dr. Andi Ihsan.,S.Ked, Koordinator Umum BSB, Wawancara,  Ruang Kerja Sekretaris
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, 14 Desember 2016
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‘’Hadirnya Brigade Siaga Bencana merupakan awal dimulainya proses
revolusi mental di Kabupaten Bantaeng dan sebagai lapangan pekerjaan baru
bagi alumnus keperawatan maupun kedokteran yang berasal dari daerah ini,
meskipun persyaratan untuk menjadi Paramedic di BSB sangat susah’’12
Selanjutnya sekretaris BSB Kabupaten Bantaeng pada hari rabu tanggal 7
Desember 2016, mengatakan bahwa :
“BSB di seluruh Indonesia sudah ada cuma yang membedakannya itu antara
BSB di Kabupaten Bantaeng dengan di daerah lain yang memiliki BSB ya
dari sistem dan Standar Operasional Pelayanan (SOP), BSB yang dari
kabupaten Bantaeng itu sistemnya mobile kita yang mendatangi pasien, kalau
yang di daerah lain itu ada bencana baru turun, beda dengan BSB disini
karena memang disini kesehariannya kalau ada warga yang butuh pelayanan
ya kita akan layani. BSB Bantaeng di bawah tanggung jawab dinas kesehatan
sedangkan daerah lain tanggung jawab rumah sakit”13
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BSB di kabupaten Bantaeng itu
sistemnya mobile, memberikan layanan kesehatan dalam bentuk emergency maupun
non emergency selama 24 jam apabila masyarakat membutuhkan layanan kesehatan
BSB ini. Selain itu didukung juga oleh komitmen pemerintah yang kuat untuk
memberikan sebuah layanan kesehatan terhadap masyarakat.
2. Mitra Kerja Brigade Siaga Bencana
Brigade siaga bencana melakukan kerja sama dengan beberapa instansi
pemerintahan di kabupaten Bantaeng dalam mengupayakan efektivitas pelayanan
atau implementasi kebijakan brigade siaga bencana. Adapun mitra kerja dari BSB
12 Muammar, S.Kep, Perawat BSB, Wawancara, Ruang Pertemuan Markas Brigade Siaga
Bencana Kabupaten Bantaeng, 07 Desember 2016.
13Hj Rosdiana.,S.KM.,M.Kes (38 tahun), Sekretaris BSB, Wawancara, Markas BSB, 6
Desember  2016
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dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di kabupaten Bantaeng ssebagai
berikut:
a. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng mempunyai kedudukan antara lain:
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; Dinas Kesehatan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan dalam
meminimalisir angka kematian ibu dan anak antara lain: membantu dalam
perumusan kebijakan brigade siaga bencana, menyediakan sarana dan prasana
pelayan kesehatan dan pelayanan umum bidang kesehatan, Pembinaan dalam
pelaksanaan tugas bagi tenaga medis brigade siaga bencana (termasuk memberikan
sumbangsi tenaga medis profesional untuk BSB seperti tenaga dokter, perawat,
bidan, tenaga administrasi kesehatan dan tenaga apotek yang memiliki keahlian
berdasarkan standar yang telah ditetapkan BSB).
b. Apotek
Untuk membantu BSB dalam penurunan angka kematian ibu dan anak, maka
apotek disini mempunyai fungsi yaitu : mendistribusikan obat-obatan sesuai
keperluan BSB dan menyediakan peralatan medis dengan standar internasional guna
menunjang kinerja BSB.
c. PT Toyota Foundation Japan
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PT Toyota Foundation Japan dalam penurunan angka kematian ibu dan anak
di kabupaten Bantaeng berfungsi untuk menyuplai mobil ambulans ke kabupaten
Bantaeng guna membantu pemerintah daerah untuk dalam implementasi kebijakan
BSB.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu perawat
BSB pada hari selasa 6 Desember 2016, mengatakan bahwa:
‘’Brigade Siaga Bencana merupakan Team Emergency Service yang tidak
bisa melaksanakan tugas dengan sendirinya oleh karena itu BSB bekerja
sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Apotek dan PT Toyota
Foundation Japan’’14
3. Proses Pertolongan Brigade Siaga Bencana
Pelayanan BSB adalah layanan gratis selama dua puluh empat jam sehari
dengan total staf sebanyak dua puluh dokter umum, delapan perawat dan empat
pengemudi. Para dokter berasal dari puskesmas se-Kabupaten Bantaeng yang mana
setiap puskesmas masing-masing mengirimkan dua dokter dan akan bertugas selama
satu tahun. Setelah masa tugas satu tahun kedua orang dokter tersebut akan
digantikan dokter lainnya dari puskesmas yang sama.
Seluruh staf tersebut di atas secara bergantian melaksanakan tugas harian
yang terbagi dalam dalam tiga shift jaga yaitu pagi mulai dari jam 07.00 sampai
dengan 14.30 Wita; siang jam 14.30 sampai 21.30 Wita; dan jam 21.30 sampai 07.00
14 Fahriani., Amd.Kep (23 tahun), Perawat BSB, Wawancara, Ruang Observasi BSB, 06
Desember 2016
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Wita. Regu yang bersiaga terdiri dari seorang dokter, dua perawat, dan dua
pengemudi.
Prosedur operasional standar yang diterapkan BSB mengarahkan laporan dari
masyarakat yang masuk melalui call center 113  dan 0413 (22724) serta melalui
frekuensi radio 145.490 MHz untuk sesegera mungkin direspon oleh tim BSB
dengan langsung menuju lokasi. Berikut hasil wawancara dengan salah satu dokter
BSB pada hari rabu 7 Desember 2016.
‘’Biasanya klien tidak sabaran menunggu bahkan keluarga klien terkadang
mendesak Tim BSB agar tiba seketika di Lokasi atau rumah klien dan keteika
sampai Tim dituntut untuk segera memeriksa keadaan klien’’15
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di lokasi tim akan segera melakukan
pemeriksaan untuk menentukan tindakan selanjutnya apakah cukup dirawat di
rumah. Pemberian obat serta tetap melakukan pemantauan dengan berkoordinasi
puskesmas terdekat, apakah pasien perlu dirujuk ke puskesmas/kantor BSB, ataukah
pasien perlu dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD).
Standar tanggap bencana lainnya yang diberlakukan BSB yang berbeda dari
daerah lainnya adalah pada kasus kejadian kebakaran. Bila di kabupaten/kota lainnya
mobil pemadam kebakaran tidak beriringan dengan ambulans, di Bantaeng setiap ada
laporan kebakaran maka dua unit ambulans wajib mengiringi mobil pemadam
kebakaran untuk mengantisipasi adanya korban luka bakar. Kerjasama yang baik
antara Tim BSB dan regu pemadam kebakaran dimungkinkan karena kantor BSB
15 Dr. Amrilmaen Badawi (24 tahun),  Dokter BSB, Wawancara, Ruang Kerja Dokter BSB,
09 Desember 2016.
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berada pada satu atap dengan layanan pemadam kebakaran. Tim BSB juga
menyertakan tim medis saat bertugas mengatasi kebakaran yang terjadi di dua
kabupaten terdekat, Bulukumba dan Jeneponto.
D. Program Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan
Anak di Kabupaten Bantaeng
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Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa program kerja yang
dilakukan BSB dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama kegawatdaruratan
dikabupaten Bantaeng.
Adapun program kerja yang penulis maksudkan sebelumnya, yaitu sebagai
berikut:
1. Respon Time
Gambar 4: Respon Time BSB
Sumber : Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng
Penulis kemudian melakukan wawancara dengan perawat senior yang
bertugas di BSB :
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“Disini kita membentuk cabang BSB, untuk sementara ini yang sudah
beroperasi ada di loka dan sementara masa pembangunan fisik (bangunan)
ada di Baruga Kecamatan Pajukukang, Banyorang Kecamatan Tompobulu,
dan Campagaloe Kecamatan Bissappu’’.16
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Perawat Baru BSB yang
mengatakan bahwa:
“Tujuan dibentuknya cabang BSB untuk memperpendek respon time, karena
SOP untuk BSB respon timenya ±20 menit tiba dilokasi dan memberikan
tindakan. Dengan semakin bertambahnya station maka respon time ±10
menit’’17
Berikut kami tampilkan rekapan pasien yang telah dilayanni oleh Brigade
Siaga Bencana.
Tabel 1.7 Jumlah pasien yang dilayani oleh Brigade Siaga Bencana Melalui
Program Respon Time Desember 2009 – 2015
No Tahun Jumlah
1 Desember 2009 65 Orang
2 2010 1508 Orang
3 2011 2116 Orang
4 2012 3344 Orang
5 2013 6772 Orang
6 2014 9732 Orang
7 2015 1.0051 Orang
Total 3.5588 Orang
Sumber: Brigade Siaga Bencana
Dari tabel diatas penulis dapat menguraikan bahwa Respon Time merupakan
suatu tindakan yang mengutamakan keselamatan pasien. Dan pernyataan ini penulis
16 Syarifuddin ,Amd.Kep (28 tahun), Perawat Senior BSB, Wawancara, Ruang Emergency
Service BSB, 10 Desember 2016.
17 Pratiwi,. S.Kep (25 tahun) ,Perawat Baru BSB, Wawancara, Ruang Observasi BSB, 11
Desember 2016.
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buktikan dengan wawancara dengan Staff UPT Kesra Kab. Bantaeng pada 9
Desember 2016 di Kantor Kesra Bantaeng yang mengatakan bahwa:
‘’Respon time yang digalakkan BSB merupakan suatu tugas keselamatan
yang mengutamakan pelayanan kesehatan bagi pasien, kapan ada pasien yang
menelpon maka pada saat itu pula tim BSB bergegas lalu menuju lokasi atau
tempat tinggal pasien sehingga masyarakat Bantaeng lebih dominan
melakukan pengobatan melalui BSB meskipun ada Puskesmas atau Klinik
dekat rumah pasien karena Respon Time BSB merupakan suatu mutu
pelayanan public bebas retribusi’’18
2. Mobile Ambulance
Salah satu program kerja Brigade Siaga Bencana adalah Mobile Ambulance.
Yaitu suatu program kerja yang bertujuan untuk menjemput pasien dirumah dengan
standar waktu yang telah ditentukan, jadi ambulans tidak perlu lagi melaju dengan
kecepatan tinggi. Selain itu akan mengganggu keamanan pengendara lain dijalan,
ambulans BSB juga membwa dokter dan perawat didalamnya, keselamatan dan
keamanan semua orang menjadi pertimbangan yang penting, karena itulah perlu
diatur standar kerja yang aman melalui mobile ambulance, Berikut hasil wawancara
penulis dengan salah satu masayarakat yang pernah mendapatkan pelayanan BSB,
yang mengatakan bahwa:
‘’Saat pasien telah berada ditas ambulans BSB maka pasien tidak perlu lagi
khawatir karena di ambulans BSB sama halnya mendapatkan pelayanan UGD
Rumah Sakit, karena dilengkapi dengan peralatan medis yang berstandar
international salah satunya alat pacu jantung ketika ada pasien yang jantungan’’19
18 Irman.,S.Pdi.,MM (32 tahun), Staff Tata Usaha UPT KESRA Bantaeng, Wawancara,
Ruang Kerja Kesra, 9 Desember 2016.
19 Muh Hamsir (50 Tahun), Masyarakat Jalan Pahlawan Tepat depan Markas BSB,
Wawancara, Ruko (Tempat Tinggal) Muh Hamsir, 15 Desember 2016.
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3. PSC (Public Safety Centre)
Arti kata PSC (Public Safety Centte) menurut Istilah Kesehatan adalah Pusat
pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang
berhubungan dengan pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di
manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan yang bertujuan untuk
mendapatkan respon cepat (quick response) terutama pelayanan pra rumah sakit.
Terkait sistem komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT), Kementerian Kesehatan akan memberikan cara baru dalam pelayanan
kegawatdaruratan bidang kesehatan yakni melalui telepon dengan satu kode akses
nomor tertentu, yang disebut dengan PSC 119 Kabupaten Bantaeng merupakan suatu
program kegawatdaruratan yang didesain khusus untuk memberikan tindakan
pertolongan. Disamping itu, sejak tanggal 1 Juli 2016, PSC 119 Kabupaten Bantaeng
telah terintegrasi dengan Pusat Komando Nasional atau disebut National Command
Center (NCC 119) Pusat, dengan call centre 119 yang merupakan bantuan dari
Kemenkes yang akan  memberikan pelayanan selama 24 jam untuk mempermudah
akses pelayanan kegawatdaruratan dalam mempercepat respon penanganan korban.20
20 Public Sefety Centre (PSC 119), Kabupaten Bantaeng, 2016, h. 1.
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E. Upaya Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan
Anak di Kabupaten Bantaeng
Keberadaan BSB diperlukan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam
penanggulangan setiap bencana/musibah terutama bagi korban yang membutuhkan
pertolongan cepat namun jauh dari jangkauan dokter maupun terkendala sarana
transportasi karena tidak memiliki kendaraan. 21
Upaya BSB selama proses pembentukan atau persiapan pengoperasian BSB
meliputi dua tahap sebagai berikut:
1. Pertama, pengadaan peralatan dan sarana-prasarana seperti peralatan
kesehatan dan kendaraan operasional atau ambulans. Saat ini BSB memiliki
lima unit ambulans yang berasal dari Dinas Kesehatan Bantaeng (satu unit);
bantuan dari Asuransi Kesehatan-Askes (satu unit); dan bantuan Pemerintah
Jepang (tiga unit). Satu dari lima unit ambulans tersebut difasilitasi alat
monitor pemeriksaan jantung modern, peralatan yang jarang dimiliki
ambulans lainnya. Selain itu terdapat dua unit speedboat milik tim SAR yang
sewaktu-waktu dapat digunakan tim BSB bila ada korban atau pasien di laut.
2. Kedua, peningkatan sumberdaya manusia yang meliputi pelatihan-pelatihan
ketanggapdaruratan. Pelatihan bagi dokter adalah pelatihan general
emergency life support dan bagi perawat adalah pelatihan basic trauma
cardiac life support. Kedua jenis pelatihan tersebut dimaksudkan untuk
21 IGI, Ektistensi Brigade Siaga Bencana dalam Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantaeng,
Sulawesi Selatan, 2012
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memberikan pengenalan dan pengetahuan bagi tenaga medis dalam hal
penanganan tindak darurat.
‘’Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Tenaga Medis
senior, Ibu Hj. Rosdinana (37 Tahun) mengatakan bahwa Upaya Brigade
Siaga Bencana dalam upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Di
Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut:’’22
a. Pemeriksaan Kehamilan.
b. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan KB pasca kelahiran.
c. Pelayanan bagi bayi yang baru lahir.
d. Memperbanyak sarana pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya
mobil ambulance yang disediakan khusus untuk ibu hamil yang akan
melahirkan sehingga dilengkapi dengan peralatan persalinan yang
mendukung.
e. Membuat BSB cabang agar ibu hamil yang akan melahirkan bisa segera
mendapat pertolongan sehingga dapat melakukan persalinan yang aman
dan melakukan kerjasama dengan Puskesmas dalam membantu persalinan
aman.
f. Melakukan kerja sama dengan bidan desa untuk melakukan pendataan
terkait jumlah ibu hamil.
g. Melakukan tindakan kegawatdaruratan bagi anak yang mengalami
masalah kesehatan seperti Diare, Ispa, Kecelakaan, dan Luka-Luka.
22 Hj. Rosdiana, SKM.,M.Kes, Tenaga Medis BSB Senior, Wawancara, Ruang Emergency
Service BSB, 11 Desember 2016.
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Namun pelayanan yang diberikan ada tiga trenease yaitu Hijau, Kuning
dan Merah.
h. Mendekatkan Akses Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
i. Mengurangi beban kerja Puskesmas dengan tidak melaksanakan kegiatan
rujukan penderita di Puskesmas maupun di Masyarakat. Jadi Puskesmas
Fokus pada Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif  dan Promotif.
j. Mencegah Empat Terlambat (4T) yaitu:Terlambat diketahui, Terlambat
didiagnosis, Terlambat ditindaki dan Terlambat dirujuk
Intervensi Pelayanan Kesehatan oleh Brigade Siaga Bencana Setelah
beroperasi  selama tujuh tahun terlihat bahwa dengan hadirnya Brigade Siaga
Bencana mempunyai dampak yang cukup besar terhadap capaian program kesehatan
dan memengaruhi Status Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantaeng secara drastis
mulai membaik. Berikut penulis tampilkan dalam bentuk tabel.































































Sumber: Brigade Siaga Bencana
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Dari tabel di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa melihat beberapa upaya
yang dilakukan setelah berdirinya Brigade Siaga Bencana (BSB), maka indikator
kesehatan yang tadinya berada pada angka yang memprihatinkan, sejak tahun 2012
dapat kita dapat menihilkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian
Anak (AKA) dan Kasus Gizi Buruk.
Disamping pencapaian tersebut, dalam melakukan pelayanan kegawat
daruratan terjadi suatu fenomena yang menarik dalam hal penyelamatan jiwa bagi
ibu hamil di atas ambulance Brigade Siaga Bencana. Dalam kurun waktu lima tahun
beroperasi BSB berhasil melakukan penyelamatan jiwa bagi ibu hamil sebanyak 91
kasus. Dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 1.9 : Jumlah Pasien yang melahirkan di atas mobil BSB
Desember 2009 – Oktober 2016
Sumber: Brigade Siaga Bencana
Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Brigade Siaga Bencana (BSB)
berhasil melakukan tindakan triase pra rujukan. Dimana BSB berperan sebagai lalu
lintas rujukan, dimana apabila penyakit pasien dikategorikan ‘’RINGAN’’ maka
No Tahun Jumlah
1 Desember 2009 2 Orang
2 2010 10 Orang
3 2011 15 Orang
4 2012 19 Orang
5 2013 23 Orang
6 2014 20 Orang
7 2015 26 Orang
8 Oktober 2016 20 Orang
Total 138 Orang
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cukup diobservasi di rumah dan di follow up oleh puskesmas terdekat, apabila
‘’SEDANG’’, maka cukup ditangani di puskesmas rawat inap atau ruang observasi
BSB sedangkan penyakit dengan kategori ‘’BERAT’’ memerlukan tindakan di
rumah sakit umum daerah (RSUD).
F. Kendala Yang Dihadapi Brigade Siaga Bencana dalam Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Bantaeng
Walaupun saat ini layanan BSB bisa dirasakan oleh masyarakat Bantaeng,
bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan. Diawal BSB beroperasi ada
reaksi dari masyarakat, terdapat pihak-pihak yang ingin menghentikan BSB karena
terganggu bunyi ambulan terus menerus. Belum lagi telepon iseng membombardir ke
call center 113. Sehingga untuk pelayanan malam hari pada enam bulan pertama,
BSB hanya menerima telepon dari Bidan desa dan kepala desa. Tapi setelah enam
bulan, mekanisme layanan berlangsung normal, karena BSB sudah mendapat
kepercayaan masyarakat.
Sedangkan di kalangan internal paramedis, implementasi ini menuai banyak
pro dan kontra. pemasukan. Bahkan ketika BSB beroperasi para dokter yang berjaga
hanya mendapat insentif Rp. 35.000,- setiap kali shift. Pendapatan tersebut jauh
dibawah pendapatan normal ketika mereka melakukan praktek mandiri.
‘’Secara umum, pandangan politik di Bantaeng masih tradisional dan
pragmatis. Bahkan dikalangan para elitnya. Sedangkan pandangan politik
Bupati cenderung terbuka dan modern. Dengan keadaan tersebut, terdapat
kendala komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif. Seringkali
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kebijakan menjadi sebuah keputusan yang tidak didialogkan. Karena sistem
komunikasi yang kurang berjalan baik. Seringkali hubungan dengan parlemen
menjadi komunikasi politik yang tidak tergarap. 23
Awal BSB beroperasi para tim yang terlibat belum mendapatkan insentif,
sehingga sempat ditolak oleh paramedis terkait karena bisa mengurangi. Kemudian
penulis kembali melakukan dengan salah satu perawat senior BSB yang menyatakan
bahwa:
‘’Kadang dijalan masyarakat kurang pengertian, terutama pengendara, dan
masyarakat sebagian besar belum paham dengan sifat pelayanan BSB
sehingga sering melakukan terror dan bombardier 113’’24
Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa kendala yang dihadapi
BSB sejak awal pembentukan hingga saat ini, adapun kendala yang dihadapi sebagai
berikut:
1. Mendapat Terror dan Bombardier dari masyarakat awam karena merasa risih
dengan suara ambulance BSB.
2. Preank Call atau telpon iseng
3. Mendapat cacian dari klien dan keluarga klien, karena Tim BSB dituntut
harus hadir dalam waktu sekejap untuk menangani klien/pasien.
4. Faktor budaya masyarakat di daerah tertentu yang tidak mendukung
penurunan kematian ibu dan anak.
23 Pernyataan DPRD komisi 1, mengenai kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan
kesehatan. Pernyataan tersebut terkonfirmasi saat wawancara 6 februari 2012 dengan fasilitator
PNPM Bantaeng. Yang dikutip dari Koran Kompasiana Edisi Juni 2016.
24 Syarifuddin ,Amd.Kep (28 tahun), Perawat Senior BSB, Wawancara, Ruang Emergency





Walaupun saat ini layanan BSB bisa dirasakan oleh masyarakat Bantaeng,
bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan atau kendala. Diawal BSB
beroperasi ada reaksi dari masyarakat, terdapat pihak-pihak yang ingin menghentikan
BSB karena terganggu bunyi ambulan terus menerus. Belum lagi telepon iseng
membombardir ke call center 113. Sehingga untuk pelayanan malam hari pada enam
bulan pertama, BSB hanya menerima telepon dari Bidan desa dan kepala desa. Tapi
setelah enam bulan, mekanisme layanan berlangsung normal, karena BSB sudah
mendapat kepercayaan masyarakat.
Sedangkan di kalangan internal paramedis, implementasi ini menuai banyak
pro dan kontra. pemasukan. Bahkan ketika BSB beroperasi para dokter yang berjaga
hanya mendapat insentif Rp. 35.000,- setiap kali shift. Pendapatan tersebut jauh
dibawah pendapatan normal ketika mereka melakukan praktek mandiri.Brigade
Siaga Bencana bertujuan untuk memberikan pelayanan yang tercepat dan terdepan
atas setiap bencana atau musibah yang menimpa masyarakat. Keberadan BSB ini di
perlukan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan setiap bencana atau
musibah terutama bagi korban yang jauh dari jangkauan dokter maupun terkendala
sarana transportasi karena tidak memiliki kendaraan.
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Adapun program BSB dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di
Kabupaten Banteng, yaitu: Respon Time, Mobile Ambulance dan PSC atau Public
Safety Center.
Pelayanan BSB adalah layanan gratis selama dua puluh empat jam sehari
dengan total staf sebanyak dua puluh dokter umum, delapan perawat dan empat
pengemudi. Para dokter berasal dari puskesmas se-Kabupaten Bantaeng yang mana
setiap puskesmas masing-masing mengirimkan dua dokter dan akan bertugas selama
satu tahun. Setelah masa tugas satu tahun kedua orang dokter tersebut akan
digantikan dokter lainnya dari puskesmas yang sama.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan
beberapa Upaya yang dilakukan BSB dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan
Anak salah satunya, yaitu:
1. Pemeriksaan Kehamilan
2. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan KB pasca kelahiran
3. Pelayanan bagi bayi yang baru lahir
4. Memperbanyak sarana pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya
mobil ambulance yang disediakan khusus untuk ibu hamil yang akan
melahirkan sehingga dilengkapi dengan peralatan persalinan yang
mendukung
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5. Membuat BSB cabang agar ibu hamil yang akan melahirkan bisa segera
mendapat pertolongan sehingga dapat melakukan persalinan yang aman dan
melakukan kerjasama dengan Puskesmas dalam membantu persalinan aman
6. Melakukan tindakan kegawatdaruratan bagi anak yang mengalami masalah
kesehatan seperti Diare, Ispa, Kecelakaan, dan Luka-Luka. Namun pelayanan
yang diberikan ada tiga trenease yaitu Hijau, Kuning dan Merah,
7. Melakukan kerja sama dengan bidan desa untuk melakukan pendataan terkait
jumlah ibu hamil
8. Mengurangi beban kerja Puskesmas dengan tidak melaksanakan kegiatan
rujukan penderita di Puskesmas maupun di Masyarakat. Jadi Puskesmas
Fokus pada Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif  dan Promotif:





Salah satu kendala yang BSB dalam penurunan angka kematian ibu dan anak
paling menonjol yaitu: Mendapat Terror dan Bombardier dari masyarakat awam
karena merasa risih dengan suara ambulance BSB, Mendapat cacian dari klien dan
keluarga klien, karena Tim BSB dituntut harus hadir dalam waktu sekejap untuk
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menangani klien/pasien serta Faktor budaya masyarakat di daerah tertentu yang tidak
mendukung penurunan kematian ibu dan anak.
B. Implikasi penelitian
Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka implikasi penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Diharapkan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantaeng agar lebih meningkatkan standar operasional pelayanan Brigade
Siaga Bencana agar masyarakat lebih mengetahui secara jelas tugas dan
fungsi dari BSB itu sendiri.
2. Diharapkan kepada masyarakat lokal dan masyarakat yang berasal dari luar
Kabupaten Bantaeng agar senantiasa tanggap darurat dalam membantu Ibu
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